PENANGANAN TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN!

Oleh: Aime Zinedine Zack Sumolang?

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana penanganan terhadap
korban perdagangan orang dan penyelundupan
manusia menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan
bagaimana upaya preventif dan represif dalam
rangka mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Penanganan terhadap korban perdagangan
orang dan penyelundupan manusia, menurut
Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, dilakukan dengan
penerapan ketentuan tindakan administratif
keimigrasian tidak diberlakukan terhadap
korban perdagangan orang dan penyelundupan
manusia. Korban perdagangan orang dan
penyelundupan manusia yang berada di
wilayah Indonesia ditempatkan di dalam
Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain yang
ditentukan. Korban perdagangan orang dan
penyelundupan manusia mendapatkan
perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni
pada umumnya. Yang dimaksud dengan
“tempat lain” antara lain tempat penginapan,
perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh
Menteri dan yang dimaksud dengan “perlakuan
khusus” adalah peraturan dalam Rumah
Detensi Imigrasi yang berlaku bagi terdetensi
tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para
korban karena para korban bukan terdetensi. 2.
Upaya preventif dan represif dalam rangka
mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia, dilakukan oleh menteri atau pejabat
imigrasi dalam rangka mencegah terjadinya
tindak pidana perdagangan orang dan
penyelundupan manusia. Upaya preventif
dilakukan dapat dilakukan dengan cara antara
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lain memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat bahwa perbuatan perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia merupakan
tindak pidana agar orang tidak menjadi korban.
Upaya represif dilakukan dengan cara
diantaranya penyidikan Keimigrasian terhadap
dan tindakan administratif  keimigrasian
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia.

Kata kunci: Penanganan, Korban Perdagangan
Orang, Penyelundupan Manusia, Keimigrasian

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih
ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya
kejahatan internasional atau tindak pidana
transnasional, seperti perdagangan orang,
penyelundupan manusia, dan tindak pidana
narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat
kejahatan internasional yang terorganisasi.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Perdagangan orang adalah bentuk
modern dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah satu
bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran
harkat dan martabat manusia. Bertambah
maraknya masalah perdagangan orang di
berbagai negara, termasuk Indonesia dan
negara-negara yang sedang berkembang
lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia
sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan
anggota organisasi internasional, terutama
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan
anak adalah kelompok yang paling banyak
menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang. Korban diperdagangkan tidak hanya
untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi
seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk
eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik
serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana
perdagangan orang melakukan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian,
atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak,
menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
tersebut dalam praktik eksploitasi dengan
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segala bentuknya dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, atau memberi bayaran atau
manfaat sehingga memperoleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas
korban.?

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja
paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan
praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa
atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang
timbul melalui cara, rencana, atau pola yang
dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika
ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia
atau orang yang menjadi tanggungannya akan
menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah
kepemilikan orang lain. Praktik serupa
perbudakan adalah tindakan menempatkan
seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga
orang tersebut tidak mampu menolak suatu
pekerjaan yang secara melawan hukum
diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya,
walaupun orang tersebut tidak
menghendakinya. Tindak pidana perdagangan
orang, khususnya perempuan dan anak, telah
meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik
terorganisasi maupun tidak terorganisasi.
Tindak pidana perdagangan orang bahkan
melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
korporasi dan penyelenggara negara yang
menyalahgunakan wewenang dan
kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana
perdagangan orang memiliki jangkauan operasi
tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi
juga antarnegara.’

Persoalan imigrasi semakin rumit dengan
maraknya kasus penyelundupan manusia yang
meningkat jumlahnya. Tindakan kriminal
penyelundupan manusia ini marak dilakukan
melalui jalur laut Indonesia yang sangat
terbuka. Pada tahun 2013 sekitar bulan Juli
terjadi kasus vyaitu sejumlah imigran yang
berhasil selamat setelah kapalnya karam di
perairan Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun,
Kabupaten Cianjur. Sejumlah imigran gelap

3Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

4Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

tersebut sebelumnya hendak di selundupkan ke
Pulau Christmas Australia. Sebanyak 182
imigran gelap dari sejumlah negara di Asia
terdampar di perairan Pantai Jayanti,
Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Dalam
kejadian tersebut, tiga belas imigran tewas, 5 di
antaranya anak-anak.Kejadian serupa juga
terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 di
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Penemuan 57 imigran gelap di Kawasan Wisata
Pantai Samboang, Kecamatan Bonto Tiro, Hasil
pemeriksaan para imigran gelap yang dilakukan
di Kantor Imigrasi Makassar sebelumnya
menunjukkan, beberapa diantaranya diketahui
adalah agen penyelundup imigran gelap yang
bekerja secara terorganisir.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penanganan terhadap korban
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ?

2. Bagaimanakah upaya preventif dan represif
dalam rangka mencegah terjadinya tindak
pidana perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia.?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam
menyusun penulisan ini. Metode penelitian
hukum normatif menggunakan bahan-bahan
hukum vyang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan. Sumber-sumber penelitian
hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-
bahan sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum vyang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.®

5Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama
Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006. him. 141.
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PEMBAHASAN

A. Penanganan Terhadap Korban Perdagangan
Orang Dan Penyelundupan Manusia
Perdagangan orang bukanlah fenomena

baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi

perdagangan orang ini dapat terkait dengan
siapa saja, tetapi seringkali mengidentikanya
dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini
cukup beralasan karena pada banyak kasus,
korban perdagangan orang terdiri dari
perempuan dan anak yang lebih menonjol
kepermukaan.®

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Ketentuan mengenai larangan

perdagangan orang pada dasarnya telah diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai

larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki

belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan
tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menentukan larangan

memperdagangkan, menjual, atau menculik

anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang

Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan

pengertian perdagangan orang yang tegas

secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP
memberikan sanksi yang terlalu ringan dan
tidak sepadan dengan dampak yang diderita
korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang

khusus tentang tindak pidana perdagangan

orang yang mampu menyediakan landasan
hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk
tujuan tersebut, undang-undang khusus ini
mengantisipasi dan menjerat semua jenis
tindakan dalam proses, cara, atau semua
bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam
praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan
antarwilayah dalam negeri maupun secara
antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan
maupun korporasi.’

Undang-Undang ini mengatur perlindungan
saksi dan korban sebagai aspek penting dalam
penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk

6 Henny Nuraeny, Op.Cit, him, 99.
7Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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memberikan perlindungan dasar kepada korban
dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga
memberikan perhatian yang besar terhadap
penderitaan korban sebagai akibat tindak
pidana perdagangan orang dalam bentuk hak
restitusi yang harus diberikan oleh pelaku
tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti
kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak
korban atas rehabilitasi medis dan sosial,
pemulangan serta reintegrasi yang harus
dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka
yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan
sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang merupakan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-
langkah yang komprehensif dan terpadu dalam
pelaksanaan pencegahan dan penanganan
tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak
pidana  perdagangan orang merupakan
kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu
wilayah negara melainkan juga antarnegara.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja
sama internasional dalam bentuk perjanjian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam
pergaulan internasional telah berkembang
hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk
konvensi internasional, negara  Republik
Indonesia menjadi salah satu negara peserta
yang telah menandatangani konvensi tersebut,
antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang
Terorganisasi,2000, atau United Nations
Convention Against Transnational Organized
Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta
dua protokolnya yang menyebabkan
perananinstansi Keimigrasian menjadi semakin
penting karenakonvensitersebut telah
mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi
danmelaksanakan konvensi tersebut.Di pihak
lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu
lebihditingkatkan sejalan dengan meningkatnya
kejahatan internasional atau tindak pidana

8Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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transnasional, seperti perdagangan orang,

Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana

narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat

kejahatan internasional yang terorganisasi.

Penyusunan Undang-Undang ini juga
merupakan perwujudan komitmen Indonesia
untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000
tentang  Mencegah, = Memberantas dan
Menghukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang, khususnya Perempuan dan Anak
(Protokol Palermo) yang telah ditandatangani
Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian, mengatur
mengenai  Penanganan terhadap Korban
Perdagangan Orang dan Penyelundupan
Manusia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal
86. Ketentuan  Tindakan  Administratif
Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap
korban perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia. Penjelasan Pasal 86 Yang dimaksud
dengan “korban perdagangan orang” adalah
seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial,
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan
orang.

Pasal 87 ayat:

(1) Korban perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia yang berada di
Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam
Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain
yang ditentukan.

(2) Korban perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendapatkan
perlakuan khusus yang berbeda dengan
Deteni pada umumnya.

Pasal 87 ayat (1) Yang dimaksud dengan
“tempat lain” antara lain tempatpenginapan,
perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh
Menteri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan
“perlakuan khusus” adalah peraturan dalam
Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi
terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi
para korban karena para korban bukan
terdetensi.

Pasal 88. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk mengupayakan agar korban
perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia vyang berkewarganegaraan asing
segera dikembalikan ke negara asal mereka dan

diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak
memilikinya.

B. Upaya Preventif Dan Represif Dalam
Rangka Mencegah Terjadinya Tindak
Pidana Perdagangan Orang Dan
Penyelundupan Manusia
Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian, mengatur

mengenai upaya preventif dan represif. Pasal

89 ayat:

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjukmelakukan upaya preventif dan
represif  dalam rangka mencegah
terjadinya tindak pidana perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia.

(2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pertukaran informasi dengan negara
lain dan instansi terkait di dalam negeri,
meliputi modus operandi, pengawasan
dan pengamanan Dokumen Perjalanan,
serta legitimasi dan validitas dokumen,;

b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan
negara lain meliputi perlakuan yang
berdasarkan perikemanusiaan terhadap
korban, pengamanan dan kualitas
Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen
palsu, pertukaran informasi, serta
pemantauan dan deteksi
Penyelundupan Manusia dengan cara
konvensional dan non konvensional;

c. memberikan penyuluhan hukum
kepada masyarakat bahwa perbuatan
perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia merupakan tindak pidana agar
orang tidak menjadi korban;

d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan
atau identitas yang dikeluarkan
berkualitas sehingga dokumen tersebut

tidak mudah
disalahgunakan,dipalsukan, diubah,
ditiru, atau diterbitkan secara melawan
hukum; dan

e. memastikan bahwa integritas dan
pengamanan Dokumen Perjalanan yang
dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau
atas nama negara untuk mencegah
pembuatan dokumen tersebut secara
melawan hukum dalam hal penerbitan
dan penggunaannya.
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(3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:

a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku
tindak pidana perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia;

b. Tindakan Administratif Keimigrasian
terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia; dan

c. kerja sama dalam bidang penyidikan
denganinstansi penegak hukum lainnya.

Pasal 90. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengawasan Keimigrasian, Intelijen
Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan
Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan
terhadap korban perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
dalam memasuki milenium ketiga, yang
ditandai dengan bergulirnya globalisasi di
seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia
dan berkembangnya teknologi di bidang
informasi dan komunikasi yang menembus
batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan
kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional
berkembang menjadi bersifat internasional,

bersamaan dengan tumbuh dan
berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat
kesetaraan dalam aspek kehidupan

kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban
untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia sebagai bagian kehidupan
universal.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia
internasional, telah terjadi perubahan di dalam
negeri yang telah mengubah paradigma dalam
berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan
bergulirnya reformasi di segala bidang.
Perubahan itu telah membawa pengaruh yang
sangat besar terhadap terwujudnya persamaan
hak dan kewajiban bagi setiap warga negara
Indonesia sebagai bagian dari hak asasi
manusia. Dengan adanya perkembangan
tersebut, setiap warga negara Indonesia
memperoleh kesempatan yang sama dalam
menggunakan haknya untuk keluar atau masuk
Wilayah Indonesia. Dengan demikian
berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan
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mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap
warga negara Indonesia.’

Dampak era globalisasi telah memengaruhi
sistem  perekonomian  negara  Republik
Indonesia dan untuk mengantisipasinya

diperlukan perubahan peraturan
perundangundangan, baik di bidang ekonomi,
industri, perdagangan, transportasi,

ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang
lalu lintas orang dan barang. Perubahan
tersebut diperlukan untuk meningkatkan
intensitas hubungan negara Republik Indonesia
dengan dunia internasional yang mempunyai
dampak sangat besar terhadap pelaksanaan
fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan
prosedur Keimigrasian bagi para investor asing
yang akan menanamkan modalnya di Indonesia
perlu dilakukan, antara lain kemudahan
pemberian lzin Tinggal Tetap bagi para
penanam modal yang telah memenuhi syarat
tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan
tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan
hal itu akan lebih menarik minat investor asing
untuk menanamkan modalnya di Indonesia.’®
Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian, mengatur

mengenai tindak pidana. Pasal 120 ayat:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan
yang bertujuan mencari keuntungan, baik
secara langsung maupun tidak langsung,
untuk diri sendiri atau untuk orang lain
dengan membawa seseorang atau
kelompok orang, baik secara terorganisasi
maupun  tidak  terorganisasi, atau
memerintahkan  orang  lain untuk
membawa seseorang atau kelompok
orang, baik secara terorganisasi maupun
tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak
secara sah untuk memasuki Wilayah
Indonesia atau keluar dari Wilayah
Indonesia dan/atau masuk wilayah negara
lain, yang orang tersebut tidak memiliki
hak untuk memasuki wilayah tersebut
secara sah, baik dengan menggunakan
dokumen sah maupun dokumen palsu,
atau tanpa menggunakan Dokumen
Perjalanan, baik melalui pemeriksaan
imigrasi maupun tidak, dipidana karena

9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.

10penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.
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Penyelundupan Manusia dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR) dan
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta IDR).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana
Penyelundupan Manusia dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum
itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:?

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggar atau tidak mematuhi norma itu.
Menurut Kansil dalam pergaulan masyarakat

terdapat aneka macam hubungan di antara

anggota masyarakat, yakni hubungan yang
ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan
anggota masyarakat itu, karena beraneka
ragamnya hubungan itu, para anggota
masyarakat memerlukan aturan-aturan yang
dapat menjamin keseimbangan agar dalam
hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan

di dalam masyarakat.!?

Peraturan-peraturan hukum vyang bersifat
mengatur dan memaksa anggota masyarakat
untuk patuh dalam  menaatinya akan
menciptakan keseimbangan dalam setiap
hubungan di dalam masyarakat. Setiap
pelanggaran atas peraturan yang ada akan

11Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. him. 5-6.
12Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. llyas. Pokok-Pokok
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. him. 3.

dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi
terhadap perbuatan yang melanggar
peraturan.t®

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu
dapat berlangsung terus-menerus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian, hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam  masyarakat dan harus
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.*

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan vyang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.?®

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu
perbuatan yang terlarang berikut berbagai
aklibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum
adalah peraturan mengenai tingkah laku
manusia  dalam  pergaulan  masyarakat.
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah
peraturan dan ketentuan yang mengandung
perintah, larangan dan kebolehan yang harus
ditaati oleh setiap orang.'®

Untuk terciptanya atau kepastian hukum,
syarat utama yang harus dipenuhi adalah
adanya hukum atau peraturan perundangan
yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-
kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting,

13 Ibid. him. 3

14 Ipid. him. 3.

15Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. him. 3.
16/pjd. him. 20.
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tetapi tidak dimuat di dalam peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut bisa
disebabkan oleh dinamika kehidupan
masyarakat yang lebih cepat dibandingkan
dengan saat penetapan peraturan perundangan
yang bersangkutan. Keadaan seperti ini
mengharuskan badan-badan peradilan (hakim)
untuk melakukan tindakan guna mencapai
keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim
dapat melakukan pembentukan  hukum,
pengisian, kekosongan hukum, melakukan
konstruksi hukum atau harus menafsirkan
hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk
terciptanya suatu kepastian hukum dalam
masyarakat.’

Penanganan terhadap korban perdagangan
orang dan penyelundupan manusia merupakan
upaya preventif dan represif dalam rangka
mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya
penegakan hukum akibat meningkatnya
kejahatan internasional atau tindak pidana
transnasional, seperti perdagangan orang,
penyelundupan manusia.

Perdagangan orang juga merupakan salah
satu  bentuk perlakuan terburuk dari
pelanggaran harkat dan martabat manusia dan
penyelundupan  manusia yang  semakin
meningkat jumlahnya dan dilakukan melalui
jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh
karena itu pengaturan hukum diperlukan untuk
penanganan perdagangan orang dan
penyelundupan manusia di bidang
keimigrasian.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penanganan terhadap korban perdagangan
orang dan penyelundupan manusia,
menurut Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dilakukan
dengan penerapan ketentuan tindakan
administratif keimigrasian tidak
diberlakukan terhadap korban perdagangan
orang dan penyelundupan manusia. Korban
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia yang berada di wilayah Indonesia
ditempatkan di dalam Rumah Detensi
Imigrasi atau ditempat lain yang ditentukan.

17Wawan Muhwan Hariri. Op.Cit. him. 199.
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Korban perdagangan orang dan
penyelundupan manusia mendapatkan
perlakuan khusus yang berbeda dengan
Deteni pada umumnya. Yang dimaksud
dengan “tempat lain” antara lain tempat
penginapan, perumahan, atau asrama yang
ditentukan oleh Menteri dan yang dimaksud
dengan  “perlakuan khusus”  adalah
peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi
yang berlaku bagi terdetensi tidak
sepenuhnya diperlakukan bagi para korban
karena para korban bukan terdetensi.

. Upaya preventif dan represif dalam rangka

mencegah  terjadinya  tindak  pidana
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia, dilakukan oleh menteri atau
pejabat imigrasi dalam rangka mencegah
terjadinya tindak pidana perdagangan orang
dan  penyelundupan manusia. Upaya
preventif dilakukan dapat dilakukan dengan
cara antara lain memberikan penyuluhan
hukum kepada masyarakat bahwa
perbuatan  perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia merupakan tindak
pidana agar orang tidak menjadi korban.
Upaya represif dilakukan dengan cara
diantaranya penyidikan Keimigrasian
terhadap dan tindakan administratif
keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia.

. SARAN
. Penanganan terhadap korban perdagangan

orang dan penyelundupan manusia, oleh
menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
untuk mengupayakan agar  korban
perdagangan orang dan penyelundupan
manusia yang berkewarganegaraan asing
segera dikembalikan ke negara asal mereka
dan diberikan surat perjalanan apabila
mereka tidak memilikinya.

. Pelaksanaan upaya preventif dan represif

dalam rangka mencegah terjadinya tindak
pidana perdagangan orang dan
penyelundupan manusia, perlu ditunjang
dengan pertukaran informasi dengan negara
lain daninstansi terkait di dalam negeri,
meliputi modus operandi, pengawasan dan
pengamanan dokumen perjalanan, serta
legitimasi dan validitas dokumen dankerja
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sama dalam bidang penyidikan dengan
instansi penegak hukum lainnya.
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